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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana
fambahan Penyitaan Aset Terhadap Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian
Kerugian Negara (Pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Dps)". Penelitian ini
membahas mengenai perampasan aset sebagai salah satu pidana tambahan dalam kasus
indak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian
i adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan
pa penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara
pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Dps dan Bagaimana penerapan teori
pemidanaan dalam penjatuhan pidana berupa penyitaan aset pada Putusan Nomor
//Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Dps. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif
yang menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pada Putusan Nomor
'.lemDmhﬁmmmmpidmuhmbemp«ampmm
egara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi tersebut dan digunakan untuk
tenimbulkan efek jera. Dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps,
itaan dan perampasan aset diterapkan sebagai bentuk pemidanaan gabungan yang
si untuk menghukum pelaku, mencegah kejahatan berulang, serta memulihkan
erugian negara akibat tindak pidana korupsi secara efektif dan adil.

ata Kunci: Pengembalian Kerugian Negara, Perampasan Aset, Tindak Pidana

Palembang,  Juli 2025
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah suatu negara yang menjadikan hukum sebagai hal
yang utama dalam penegakan keadilan dan juga mengatur berbagai aspek
kehidupan di masyarakat. Sesuai dengan apa yang tertulis pada Undang — Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya peran hukum sangat
vital untuk mengurus kehidupan bermasyarakat dan yang secara jelas dijadikan
pedoman untuk masyarakat yang lahir dan hidup di negara Indonesia.! Sesuai apa
yang dilandaskan Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang dimana negara wajib untuk menjunjung tinggi nilai luhur, hak asasi
manusia, dan mejamin hak masyarakat di mata hukum tanpa terkecuali. Jika
membicarakan tentang hukum tidak akan terlepas dengan kehidupan masyarakat,
karena hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat
(Living Law).

Terlahirnya sebuah negara dimaknai dengan tujuan untuk terbangunnya
kemakmuran bagi rakyatnya tanpa terkecuali. Sesuai dengan apa yang tertulis pada
Pembukaan Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan

! Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, (Bandung : PT. Refika Aditama. 2007), Hlm. 25.



umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial.”

Maksud yang bermakna dalam pembukaan Undang — Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 akan tercipta dengan catatan Negeri Indonesia
dapat menggunakan segala potensi yang ada dengan maksimal. Akan tetapi, selalu
timbul hal — hal yang menjadi penghambat. Berbagai hasil yang dilakukan
menemukan satu jawaban yang masyarakat sepakat akan hal ini, mengenai korupsi
yang terjadi di Indonesia menjadi masalah utama bagi Indonesia yang perlu
diperhatikan dengan serius untuk dilakukan pembenahan.?

Tindak pidana korupsi pada saat ini merupakan permasalahan yang selalu
terjadi di Indonesia. Korupsi merupakan masalah yang sangat serius dan
membahayakan untuk stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan
pembangunan social dan politik, dan juga dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan
moralitas yang telah selama ini dianut oleh Negara Indonesia, karena lambat laun
perbuatan korupsi ini seakan-akan akan menjadi sebuah budaya.’ Korupsi telah
merambah ke seluruh lini kehidupan Masyarakat yang dilakukan secara sistematis,
sehingga memunculkan stigma negatif bagi Negara dan bangsa Indonesia di dalam

pergaulan masyarakat internasional.

2 Nandha Risky Putra, Rosa Linda, “Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan soial”,
Integritas Jurnal Antikorupsi : Universitas Indonesia, Vol. 08, No. 01, 2022. Hlm. 16,
https://jurnal kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/898/174/3114 , diakses pada 28 Agustus
2024.

3 Muhammad Yusuf, Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia
(Jakarta: Kompas, 2013), Him 1.


https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/898/174/3114

Korupsi di Indonesia terus menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun baik
dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian Negara. Perkembangan
korupsi di Indonesia sudah di klasifikasikan sebagai ancaman yang luar biasa (the
extra ordinary crime), yang dapat merusak keseimbangan di dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.* Kuatnya tuntutan masyarakat kepada
pemerintah untuk serius memerangi korupsi direspon oleh pemerintah melalui
berbagai kebijakan. Salah satunya dengan undang-undang anti Korupsi yang
terkait dengan kerugian Negara terdapat didalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang
Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang — undang Nomor 31 tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dari dikeluarkannya undang-undang tindak pidana korupsi tidak
semata-mata bertujuan agar terpidana korupsi dijatuhi hukuman yang
menimbulkan efek jera saja bagi terpidana korupsi, namun agar dapat
mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.® Pengembalian
kerugian Negara ini memiliki tujuan dan harapan lain terkait ketidakmampuan
negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan. Dalam upaya
pengembalian kerugian keuangan Negara, tahap penyidikan dan penelusuran aset-

aset pelaku kejahatan korupsi dilakukan penyitaan yang bertujuan untuk

4 Indonesia, Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 46
Tahun 2009, LN. 2009/ No. 155, TLN No. 5074, Ps. 46.

5> Nur Syarifah “Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti
Dalam  Perkara Korupsi”. Diakses https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-
pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/ pada tanggal 28 Agustus 2024
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pengembalian kerugian atau pemulihan keuangan Negara.® Pengembalian yang
dilakukan untuk mengganti kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi terdapat
dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas
Undang — undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya harus
sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang termasuk
dalam pidana tambahan selain putusan penjatuhan pidana dan denda. Pidana
tambahan dalam tindak pidana korupsi dapat berupa:’

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud
atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh
dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat
tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang
menggantikan barang-barang tersebut;

2. Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama
dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama

1 (satu) tahun;

® Purwaning M. Yanuar, “Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti
Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia,” (Bandung: Alumni, 2007). Him. 104.

7 Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus “Pidana Pembayaran Uang Pengganti
Sebagai Recovery Kerugian Keuangan Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.
Diakses, https://pn-semarangkota.go.id/web/pidana-pembayaran-uang-pengganti-sebagai-recovery-
kerugian-keuangan-negara-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/ pada tanggal 28 Agustus 2024
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4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan
seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat
diberikan oleh pemerintah kepada terpidana, Jika terpidana tidak
membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan
sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk
memenuhi uang pengganti tersebut.

Penyitaan terhadap suatu benda dapat dilakukan jika benda tersebut memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

a. Seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai
hasil dari tindak pidana;

b. Telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana
atau untuk mempersiapkannya;

c. Dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

d. Khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

e. Mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian ini sebenarnya dilakukan sama
seperti eksekusi kasus pidana pada umumnya, hanya yang menjadi pembeda
adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti

tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskan



menyerahkan harta bendanya untuk menutup pembayaran uang pengganti apabila
terpidana mampu membayarkannya.® Masyarakat banyak yang beranggapan
bahwa dalam pelaksanaan penyitaan aset tersangka korupsi yang dilakukan oleh
Jaksa dimana dalam kenyataanya sering kali terjadi peralihan atau pemindah
tanganan aset yang sering kali banyak dilakukan oleh tersangka tindak pidana
korupsi, sehingga pengadilan menyatakan bahwa harta yang dimiliki tersangka
korupsi tidak mencukupi guna mengembalikan kerugian negara.’

Seperti yang terdapat dalam contoh kasus pada Putusan Nomor:
537K/PID.SUS/2014 yang dalam putusan tersebut terpidana bernama Djoko
Susilo, seorang jendral polisi yang melakukan tindak pidana korupsi Simulator
SIM, melakukan sejumlah pemindahan aset dengan cara mencatatkan aset-asetnya
atas nama istri atau kerabatnya. Langkah yang dilakukan oleh Djoko Susilo
tersebut bertujuan untuk menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak dan
menyita aset-aset yang dimiliki oleh terpidana. Jangka waktu yang terbilang lama
dalam proses penyidikan hingga proses penyitaan aset dapat menjadi celah hukum
bagi tersangka korupsi untuk melakukan berbagai macam kecurangan yang dapat
menimbulkan tindak pidana baru.

Fakta yang sangat sering terjadi dalam penyitaan aset tersangka korupsi yaitu

ketika penyidik mencari apa saja aset tersangka korupsi, dimana keberadaan aset

8 Op.cit, Purwaning M. Yanuar, “Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti
Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia” (Bandung: Alumni, 2007). Hlm. 106.

° Rudi Pardede, “Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi”, (Y ogyakarta: Genta
Publishing, 2017), Him. 64.



tersebut dan juga kurangnya sarana dan fasilitas teknologi dalam penelusuran aset
tersangka korupsi sehingga kinerja seorang penyidik menjadi terhambat dan
terkesan lamban. Faktor budaya hukum juga sangat berpengaruh dalam proses
penyitaan aset tersangka korupsi dalam menentukan jangka waktu penelusuran
aset sehingga mempengaruhi proses pemeriksaan kedepannya. Berbagai kendala
diatas dapat menimbulkan pandangan buruk bagi kejaksaan sebagai lembaga
eksekusi penyitaan aset tersangka korupsi, bahwa timbulnya pendapat masyarakat
telah terjadi sebuah kerja sama antara tersangka tindak pidana korupsi dan
penyidik untuk menggelapkan dan mengalihkan harta tersangka korupsi. Cita-cita
pemberantasan korupsi yang terkandung dalam peraturan perundang — undangan,
untuk saat ini setidaknya memuat tiga isu utama, yaitu pencegahan,
pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery).'”

Model perampasan aset mengalami perkembangan hingga sampai saat ini
terdapat tiga jenis model perampasan aset. Pertama, perampasan aset secara pidana
(in personam forfeiture) yang merupakan perampasan terhadap aset yang dikaitkan
dengan pemidanaan seseorang terpidana. Kedua, perampasan aset secara perdata
(in rem forfeiture) merupakan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya
pemidanaan. Ketiga, perampasan aset secara administratif yang merupakan upaya

perampasan yang dilakukan badan sifat federal untuk merampas suatu property

10 Saldi Isra, “Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional”.
Diakses,https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/47-asset-recovery-tindak-
pidana-korupsi-melalui-kerjasama-internasional.html pada tanggal 28 Agustus 2024.
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tanpa adanya campur tangan pengadilan.''Dalam menangani kasus dari tindak
pidana korupsi Jaksa sebagai seorang penyidik didalam kasus tindak pidana
korupsi mempunyai dasar hukum yaitu terdapat dalam pasal 284 ayat 1 dan 2
KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut: '
“(1)Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan,
sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini;
(2)Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka
terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan
pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana
sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan
dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Penjelasan mengenai Pasal 284 KUHAP yang dimaksud dengan ketentuan
khusus yaitu ketentuan yang menyangkut tentang Pengusutan, Penuntutan, dan
Peradilan Pidana Ekonomi dalam Undang — Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955
dan Undang—Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, terdapat juga dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 bahwa Kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (Korupsi).'?

Dalam banyaknya kasus penggelapan atas kekayaan Negara dari hasil tindak

pidana korupsi yang belum dapat diselesaikan dengan peraturan perundang—

undangan yang ada, karena peraturan yang ada pada saat ini dapat dikatakan

' Refki Saputra. “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-
Coviction Based Asset recovery dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia)”. Jurnal Integritas, Vol. 01,
No. 01, (Maret 2017), Hlm. 105. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/158, diakses
pada 28 Agustus 2024.

12 Pasal 284 ayat 1 dan 2 KUHAP

13 Sigit Budi Santosa, “Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi”,
Maksigama Jurnal Hukum, No. 01 (November 2015), Him. 81.
https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/6, diakses pada 31 Agustus
2024



https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/158
https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/6

kurang dapat menangani permasalahan yang selama ini ada. Hal tersebut dapat
menimbulkan akibat dimana untuk pemberantas korupsi saat ini belum mencapai
titik yang maksimalnya.'* Dalam masyarakat sering dijumpai tersangka kasus
tindak pidana korupsi yang sangat menikmati harta kekayaan negara yang sangat
merugikan negara untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama tanpa
bisa disentuh oleh para penegak hukum. Kebanyakan para tersangka tindak pidana
korupsi menggelapkan harta kekayaan negara melalui instrument hukum perdata
seperti: perjanjian jual-beli, hibah, tukar-menukar, dan lain-lainnya. Pada Pasal 18
ayat (1) dan (2) Undang — Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas
Undang — undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, mengatur tentang pidana tambahan yang berupa Pembayaran uang
pengganti, perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana
korupsi, penutupan usaha, pencabutan hak-hak tertentu, dan penghapusan
keuntungan tertentu. Namun terdapat pula kasus korupsi yang dimana terdakwa
tidak mampu membayarkan denda uang pengganti selama 1 (satu) bulan setelah
adanya putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat disita dan
dilelang untuk menutupi kerugian negara.

Seperti yang terdapat dalam kasus pada putusan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-
TPK/2015/Pn.Dps, dimana pada putusan ini ditemukan adanya penyitaan aset

sebagai pidana tambahan yang dikenakan kepada terdakwa yang merupakan

1 H. Elwi Danil, Korupsi : Konsep Tindak Pidana Dan Pemberantasannya, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2012), Hlm. 80.
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seorang mantan Bupati. Terdakwa DR. I Wayan Candra, S.H., M.H., menjabat
sebagai Bupati Klungkung selama dua periode, yaitu 2003-2008 dan 2008—2013.
Oleh karena hal tersebut maka Kejaksaan setempat melakukan penyitaan terhadap
beberapa aset terdakwa yang disinyalir merupakan hasil tindak pidana dan dalam
rangka untuk mengembalikan kerugian yang dihasilkan akibat tindak pidana
tersebut. Adapun akibat tindak pidana tersebut menimbulkan kerugian Rp.
9.531.560.000. yang merupakan selisih daripada harga beli yang seharusnya
dikeluarkan oleh pemerintah dibandingkan dengan harga yang dibayarkan oleh
pemerintah.'®

Untuk mempermudah proses pengembalian kerugian negara Undang — undang
korupsi dalam Pasal 38B Undang-undang Korupsi Nomor 20 Tahun 2001
menerapkan sistem pembuktian terbalik yang mewajibkan setiap orang yang di
dakwa melakukan tindak pidana korupsi wajib membuktikan bahwa harta benda
miliknya bukan karena tindak pidana korupsi, apabila terdakwa tidak mampu
membuktikan bahwa harta benda tersebut bukan karena tindak pidana korupsi,
maka dianggap sebagai harta benda hasil korupsi dan hakim berwanang merampas
seluruh atau sebagian harta terdakwa untuk Negara. Berdasarkan latar belakang
permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan
pemaparan tersebut dengan judul ”ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM

DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PENYITAAN ASET

15 Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps, him 513.
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TERHADAP TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA(PADA PUTUSAN NOMOR

7/PID.SUS-TPK/2015/PN.DPS)”

B. Rumusan Masalah
Mengacu pada latar belakang masalah di atas, permasalahannya dapat
dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan
berupa penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian
kerugian negara pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Dps?

2. Bagaimana penerapan teori pemidanaan dalam penjatuhan pidana berupa

penyitaan aset pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Dps?

C. Tujuan Penelitian
Dengan dilaksanakannya penelitian ini maka dapat diharapkan akan

tercapainya tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana tambahan berupa penyitaan aset terpidana korupsi
sebagai upaya pengembalian kerugian negara pada Putusan Nomor

7/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Dps.
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan teori pemidanaan dalam
penjatuhan pidana berupa penyitaan aset pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-

TPK/2015/Pn.Dps

D. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis
maupun pembaca, terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan ilmu
pengetahuan serta wawasan dalam bidang hukum, khususnya mengenai
mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi, dengan meneliti
teori yang terdapat dilapangan agar dapat dijadikan referensi untuk
penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan
informasi dan manfaat bagi pihak-pihak mahasiswa, penegak hukum, dan
masyrakat.
a. Bagi Mahasiswa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan
studi dan referensi dalam kajian yang berkaitan dengan objek

penelitian ini.
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b. Bagi Penegak Hukum
Dapat memberikan masukan kepada penegak hukum untuk
menentukan tindakan yang perlu dilakukan agar dapat menerapkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik dan
maksimal.
c. Bagi Masyarakat
Menambah wawasan dan memberikan informasi yang konkrit
khususnya mengenai mekanisme pelaksanaan penyitaan aset
terpidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan negeri prabumulih

sebagai upaya pengembalian kerugian negara.

E. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang Lingkup pada penulisan Karya Tulis [Imiah ini mencangkup pada unsur
— unsur seorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Setelah itu penulis akan
menganalisa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa
penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara

pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Dps.

F. Kerangka Teori
Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi
dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk

mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu
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disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya
hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan Kegiatan pengumpulan,
pengolahan, analisis, dan kostruksi.'® Kerangka teori yang akan digunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi)

Pertimbangan hakim adalah suatu dalil atau alasan hakim untuk
melakukan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sebagai
pertimbangan hukum yang mendasar sebelum hakim memutus suatu
perkara.!” Pertimbangan hakim waktu memutus suatu perkara dengan
melihat berbagai aspek yang ada, diantaranya mengenai kondisi sosial,
ekonomi, dan juga kultur yang sudah ada sebagai acuan hakim untuk masa
yang akan dating pada kasus yang serupa. Secara umum peran dari Ratio
Decidendi adalah untuk memberikan pokok pikiran dalam suatu
permasalahan hukum.'® Teori ini menjadi suatu bagian yang tidak dapat
dikesampingkan dikarenakan teori ini dapat mengetahui dasar
pertimbangan dari suatu putusan yang dibuat oleh hakim. Terdapat dua
fungsi dari Ratio Decidendi didalam peradilan yang sangat penting dimana

dapat menjadi wadah dalam menyatakan pemikiran terkait permasalahan

16 L. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), Hlm.
35.

17 Missleini, Evi Retno Wulan. “Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor
813K/Pid2-23”. Universitas Narotama Surabaya. Vol 10, No. 01, HIm. 186, 2024,
https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/download/5828/4333/, diakses pada 23 September 2024

18 Ibid, HIm. 142
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hukum yang timbul didalam masyarakat. Kedudukan dari Ratio Decidendi
dapat menjadi rujukan dasar logika dalam suatu perkara, ratio decidendi
mendasari adanya suatu putusan artinya, ratio decidendi dapat diikuti oleh
pengadilan — pengadilan lain di masa yang akan datang. Oleh karena itu,
ratio decidendi memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan
interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Secara jelas dan
akurat ratio decidendi dapat memberikan panduan secara jelas bagi para
pihak yang terlibat serta dapat membantu dalam pengembangan dan
konsistensi sistem hukum.!” Hakim dalam membuat suatu putusan juga
harus mengesampingkan kepentingan privat dibandingkan publik yang
memiliki dampak jika hal itu terjadi maka akan terjadi suatu ketimpangan
hukum yang akan melahirkan cacatnya sistem hukum. Teori Ratio
Decidendi dalam kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Dps.
merujuk pada alasan hukum yang mendasari keputusan hakim dalam
menjatuhkan putusan. Dalam hal ini hakim juga mempertimbangkan
bahwa keadilan harus ditegakkan dengan mengembalikan kerugian kepada
korban (negara), ratio decidendi dapat mencakup alasan bahwa penyitaan
aset diperlukan untuk mengembalikan kerugian negara dan memberikan

efek jera kepada pelaku.

1 Setiyono, Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Cet.
1. (Malang : Banyumedia Publishing, 2013), HIm. 78.
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2. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori tujuan pemidanaan adalah teori yang menjelaskan alasan dan
tujuan dari pemidanaan dalam hukum pidana. Tujuan pemidanaan
dimaksudkan sebagai pemberi arah atau control sekaligus memberikan
suatu dasar atau landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi
pemidanaan.?’ Terdapat tiga teori umum tentang tujuan pemidanaan: Teori
Absolut, Teori Relatif, Teori Gabungan. Para ilmuan membuat teori—teori
ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran penjatuhan pidana
yang ingin dicapai, terlepas dari nilai — nilai sosial budaya yang dipegang
oleh para ilmuan.

Salah satu dari teori—teori ini adalah Teori Absolut yang juga disebut
sebagai teori pembalasan; Teori Relatif yang juga disebut sebagai teori
utilitarian atau teori kemanfaatan; dan Teori Gabungan yang merupakan
kombinasi antara teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau

kemanfaatan.?'

Teori Absolut atau disebut juga teori pembalasan
memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas

perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Immanuel Kant kejahatan

menimbulkan suatu ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidak

20 Barda Nawawi Arief, Tujuan & Pedoman Pemidanaan: perspektif pembaharuan hukum
pidana dan perbandingan beberapa negara, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), hlm. 52.

2l Syarif Saddam Rivanie, et al, “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan,” Halu Oleo
Law Review, Vol. 6, No. 2 (September 2022), hlm. 178.
file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Microsoft/ Windows/INetCache/IE/TI9SN | EM/04+Syarif.pdf,
diakses pada 7 Maret 2025.
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adilan juga.?? Teori Relatif atau disebut juga sebagai teori utilitarian atau
teori kemanfaatan memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan
pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-
tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori Gabungan, teori ini
menggabungkan elemen—elemen dari teori absolut dan teori relatif. Teori
ini muncul bertujuan agar hak-hak korban atau keluarga korban tindak
pidana juga diperhatikan dan agar terdapat keseimbangan keadilan antara
pelaku dan korban. Dalam kasus yang diangkat penulis dalam penelitian
ini, penulis menggunakan teori tujuan pemidanaan yaitu teori pemidanaan
gabungan untuk menganalisis tentang penerapan teori pemidanaan dalam
penjatuhan pidana berupa penyitaan aset pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-

TPK/2015/Pn.Dps.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe
penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang
dilakukan dengan menganalisis atau meneliti bahan pustaka atau data

sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap

22 Ibid, him. 180.
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literatur—literatur dan peraturan—peraturan yang ada kaitannya dengan

permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini.??

2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan
hukum normatif, yaitu pendekatan pada perundang — undangan dan

pendekatan kasus.

a. Metode Pendekatan Perundang — Undangan (Statue Approach)

Pendekatan perundang — undangan ini memiliki tujuan untuk
dapat menganalisis penerapan penyitaan aset terhadap terpidana
korupsi di Indonesia.

b. Metode Pendekatan Kasus (Case Aprroach)

Pendekatan ini juga menggunakan kasus yang pernah di tangani
oleh praktisi dengan meneliti berbagai putusan pengadilan yang
sudah berkualifikasi yurisprudensi agar bermanfaat pada perkara
yang kongkreet yang sedang di hadapi. Penelitian ini akan menjadi
penelitian akademis jika dilakukan pengkajian mengenai putusan
pengadilan dimanfaatkan landasan teoritisnya, misalnya seperti asas

hukum, konsep hukum, adagium hukum.

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : suatu tinjauan singkat,
ed. 1, cet. 11 (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), him 13.
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. Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data yang
menjadi fondasi utama dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang
dimana data — data ini diperoleh dari sumber kepustakaan. Data sekunder yaitu
data primer yang telah dikualifikasi dan disajikan dengan baik. Pada penelitian

ini, akan digunakan bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki
keterkaitan dengan objek atau permasalahan yang akan diteliti, antara
lain:**
a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana. LN. 1981/No. 76, TLN. No. 3209;
b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
LN. 1981/No. 76, TLN. No. 3209;
¢) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
LN. 2001/No. 134, TLN. No. 4150;
d) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN. 2002/ No. 137, TLN

No. 4250;

24 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram University Press, 2020), Him. 60.
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e) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia. LN.2021/No.298, TLN No. 6755;
f) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terkait dengan
literature kepustakaan yang terdiri dari buku-buku hukum yang terkait
dengan penulisan karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum, undang-undang,
peraturan-praturan, dan sumber data yang diperoleh dari internet.?
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai
petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
yaitu menggunakan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa
Indonesia.?®
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dan
studi arsip untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
pidana tambahan berupa penyitaan aset terhadap terpidana korupsi sebagai
upaya pengembalian kerugian negara dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-

TPK/2015/PN.Dps. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah sumber-

% Ibid, Him. 61.
26 Ibid, Hlm. 62.
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sumber hukum tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal, dan peraturan
perundang-undangan, guna memahami konsep pidana tambahan dan
mekanisme pemulihan kerugian negara dalam perkara korupsi.?’” Sementara
itu, studi arsip dilakukan melalui penelaahan dokumen hukum, termasuk
salinan putusan pengadilan, untuk mengkaji secara faktual dan historis
pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan penyitaan aset.
Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang dasar
pertimbangan hukum serta implementasi pidana tambahan yang
mencerminkan pemulihan kerugian negara sebagai bagian dari keadilan

restoratif dalam perkara tindak pidana korupsi.

. Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
analisis deskriptif kualitatif yaitu dimana metode ini membantu penulis dalam

mendapatkan data yang akan memberikan suatu kesimpulan.?3

65.

27 Muhaimin, M. Metode Penelitian Hukum. (Mataram: Mataram University Press, 2020), him

28 Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiro, Metode Penelitian Kualitatif, (Semarang:

Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), him 4.
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yang merupakan cara
penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang sudah

diketahui dan berakhir menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.?

2 Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela, “Penarikan Kesimpulan Dengan Metode
Deduktif,” Jurnal Generasi Kampus (2012), hlm. 16.
https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/viewFile/7209/6160 , Diakses pada 22 Januari
2025.
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